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Pertanyaan-pertanyaansederhana, pol 0s namun juga Kritis terl ontar dari beberapa siswa SD Binus
(Bina Nusantara) ational School, Simprug, Jakarta saat berkunjung ke Mahkamah Konstitus|
{MH), Kamis (9/10) pagl.

.J

""Aku ingin bertanya, kalau sudah ada Mahkamah Konstitusi, kenapa mas h ada Mahkamah Agung. Apa
perbedaannya?” tanya Tio salah seorangsis

Sementara siswa berikutnya, Zera menanyakansoal batasan usia seseorangyang ingin mel akukan uji
materi undang-undang ke MK, “Apakah ada bata
undang atau menggugat ke MK?" ujar Zera,

Alhasil pertanyaan-pertanyaan tersebut ditangga pidengan hangat ol eh Penel itiMK, Abdul Ghoffar
yang memberikan ceramah singkat terkait kinerja Mahkamah KonstitusiRepubl ik Indonesia (MiR1).

"Barukaliinisaya mendapatkan pertanyaan yang kritis darisiswa SD. Menurut saya, ini mer
pertanyaanyang unik dan sangat mendasardarisiswa SD yang pernah ber
offar pada kesempatan

Ghoffar pun menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mengenal peri unya dibentuk Mahkamah
Konstitusidilndon udah terialuberat menangani
berbagai perkara, termasuk didalamnya masalah gugatan pemilihan kepala daerah,

"Kewenangan Mahkamah Konstitusidengan Mahkamah Agung memang sangat berbeda, Mahkamah
Agung terkait persoalan-persoal anyang kasuistis, mis alnya persnalan perdata maupun pidana,
Sementara Mahkamah Kons titusi terkait pengujien norma atau peraturan-peraturan,” urai Ghoffar
yang didam pingi Ferdinand, saiah s eorang guru dari Binus I nternational School, Simprug,

dan satukewajiban Mahkamah Kons titusi.

Sebagaimana diketahui, terdapat empat kewena

anganMKyang pertama adalah melakukan pengujian UU terhadap UUD 1945 memutus

sengketa kewenangan lembaga negara yang ke kanolehUUD 1845 memutus

pgembubaran gartai politik, serta memutus pers

renangannya dib

usanataspendapat DPR bahwa Presidendan/atau
khiatan terhadapnegara,

Sedangkan kewajiban MK adalah memberikan
Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pen
korupsi, penyuapan maupun tindak pidana lainnya.

Selanjutnya, Ghoffarmenjelaskan pertanyaan terkait batas usia permnohon yang melakukan ujima
ke MK. Dalam UUMKmemang tidak ada peraturanyangmembatasiusia pemohon, “Tetapikalau
adik-adik tertarik dengan hukum, itu ada batasan usia kedewasaan, Orang yang sudah bisa melakukan
tindakan hukum adalah orangyang sudah dinyatakan dewasa. Indonesia saat ini belum memiliki
standar kesamaandalam usia dewasa,” jelas Ghoffar,

"Jadi

Namun, lanjut Ghoffar,
kalaunantiadik-adik sudah b

f materiUU ke MK Misainya, mela
sebagainya,” imbuh Ghoffar,

kan ujimateri UU Pendidikan, UU Lalu Lintas dan

Pada acara kunjungan para siswa Binus International School ke MK juga dil akukan foto bersama
dengan Wakil Ketua MK Arief Hidayatyang berkenan hadir. Sefain itu para siswa diberikan kesempatan
untuk melihatiangsung Pusat Dokumentasi (Pusdok) MKR | yang ada dilantai Sdan 6 Gedung MK
(NanoTresnaArfana/mh)
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